BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap alokasi
belanja daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah, maka
akan mempengaruhi alokasi belanja daerah tetapi kenaikkannya tidak begitu
berarti.

2. Retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap alokasi
belanja daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah,
maka akan mempengaruhi alokasi belanja daerah tetapi kenaikkannya tidak
begitu berarti.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap alokasi belanja daerah Sehingga apabila terjadi kenaikan
pada Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka akan
meningkatkan alokasi belanja daerah.

4. Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan
terhadap alokasi belanja daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada
Lain-lain pendapatan yang sah, maka akan mempengaruhi alokasi belanja

daerah tetapi kenaikkannya tidak begitu berarti.
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5.2 Saran

1.

Pemerintah  Daerah  diharapkan  mampu  mengefektifkan  dan
mengefesiensikan pemungutan pajak maupun retribusi pada subyek dan
obyek yang sudah ada.

Melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli
Daerah) dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan
pendaftaran baru.

Diharapkan pemerintan mampu meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dengan cara memberikan modal usaha untuk

BUMD dan merevisi Undang-undang hokum yang digunakan oleh BUMD.
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